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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai
perampasan asset hasil dari tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui kekuatan hukum
terhadap perampasan asset dari hasil tindak pidana korupsi yang hak kepemilikannya
dialihkan kepada pihak ketiga.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Adapun pengaturan hukum tentang
perampasan harta hasil korupsi terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999, selain pidana tambahan yang ditentukan dalam Bab Il KUHP untuk perkara
tindak pidana korupsi ditentukan pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal
18 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 pidana tambahan perampasan barang bergerak
yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan
untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan Perampasan aset dalam perkara
tindak pidana korupsi diatur juga dalam Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 berlaku kepada salah satu ketentuan dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal
13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal
12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pengalihan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan lazim dilakukan dalam setiap
tindak kejahatan yang bertujuan agar harta benda tersebut diketahui keberadaannya oleh
aparatur penegak hukum. Lazimnya pelaku tindak pidana korupsi melakukan pengalihan
aset agar tidak terdeteksi oleh para penegak hukum yang bertujuan untuk menutupi aset
hasil kejahatan. Kekuatan hukum Terhadap perampasan asset dari hasil tindak pidana
korupsi yang dialihkan kepada pihak ketiga tersebut dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1
angka 16 dan pasal 39 KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP
tersebut, sangat jelas bahwasanya benda yang perolehannya diduga dari hasil tindak
pidana, termasuk benda-benda yang dapat dikenakan oleh penyidik dalam mengungkap
fakta dalam suatu perkara pidana.
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PENDAHULUAN

Salah satu instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan
pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi selain Komisi Pemberantasan
Korupsi yang dibentuk sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah
Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Di samping kewenangan Kejaksaan di bidang
penuntutan dan penyidikan untuk tindak pidana khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 30
ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak
baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
Banyak perkara tindak pidana korupsi yang selesai di Pengadilan, namun dalam
pengembalian kerugian keuangan negara oleh para koruptor tidak maksimal. Para
koruptor setelah menjalani pidana yang dijatuhkan tidak bisa mengembalikan kerugian
negara telah ditimbulkannya, karena aset-aset terpidana ternyata telah habis atau telah
berpindah tangan kepada pihak lain. Dengan demikian fungsi jaksa selaku eksekutor tidak
akan berhasil dalam memulihkan aset negara.

Perampasan dan Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi telah menempati
posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, keberhasilan
pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur bedasarkan keberhasilan
memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan
mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. Berkaitan dengan pengaturan
perampasan aset tersebut di atas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan pelbagai
peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar/landasan dalam upaya pemerintah untuk
mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi.

Dalam kaitannya dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi
berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan
negara dapat dilakukan melalui dua instrument hukum yaitu instrument pidana dan
instrument perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta
benda milik pelaku yang sebelumnya telah diiputus pengadilan dengan putusan pidana
tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara oleh hakim dan selanjutnya
oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim.

PEMBAHASAN

Pada pengertian pihak ketiga yang diatur didalam KUHAP adalah “pihak ketiga
yang berkepentingan” meliputi pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak
menderita kerugian karena dihentikannya penyidikan dan penuntutan, maupun dalam
permintaan ganti rugi dan rehabilitasi. Terkait dengan tindak pidana korupsi dalam modus
operandinya, pihak ketiga tentunya berperan penting dalam kegiatannya bisa sebagai
subjek yang turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi. Secara modusnya pelaku
korupsi akan mengikut sertakan pihak-pihak lain untuk melakukan upaya penghilangan
jejak dan penyelamatan aset hasil kejahatan dari pengintaian pihak berwajib. Sementara
dalam prakteknya terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian
mekanisme penindakan seperti itu, contohnya tidak ditemukannya atau meninggalnya
atau adannya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tidak bisa menjalani
pemeriksaan dipengadilan, atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan
tuntutan ke pengadilan dan sebab-sebab yang lainnya.

Bahwa Penyitaan aset para pelaku korupsi baik yang sudah jatuh ketangan pihak
ketiga merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau
mencegah larinya harta kekayaan sebagaimana salah satu dari ketentuan umum Perja-
013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan



oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian
keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan.

Sehingga Proses penyitaan adalah suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari
tahap penyidikan, sedangkan proses perampasan terjadi setelah adanya putusan hakim
yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sehingga sangat diperlukan pelacakan aset
sudah dapat dilakukan sejak dalam tahap penyelidikan.

Di Indonesia, beberapa ketentuan pidana sudah mengatur mengenai kemungkinan
untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Namun demikian,
berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah
pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
pidana.! Padahal, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian
mekanisme penindakan seperti itu misalnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau
adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani
pemeriksaan di pengadilan atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan
tuntutan ke pengadilan dan sebab yang lainnya.

Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan
logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan
hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam
kasus tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 38C UU No.20 Tahun 2001 ditegaskan. Apabila
setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih
terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari
tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata
terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menurut ketentuan Pasal 38C UU
No0.20 Tahun 2001 di atas, berlaku apabila status terdakwa berubah menjadi terpidana
dengan ketentuan bahwa aset itu diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana
korupsi yang belum dikenalan perampasan ketika dibacakannya putusan hakim. Dalam
hal ini perampasan aset dilakukan terhadap terpidana dan ahli warisnya dengan
menggunakan gugatan perdata. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 UU
No.31 Tahun 1999 mengenai perampasan aset, berbeda dengan perampasan aset dalam
model civil forfeiture. Perampasan aset yang dikenal di dalam UU No.31 Tahun 1999
junto UU No.20 Tahun 2001 adalah model criminal forfeiture yaitu dengan menggunakan
jalur hukum pidana. Sementara civil forfeiture digunakan jalur perdata dan sekaligus
menggunakan jalur hukum pidana.

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air membuat tidak hanya
merugikan keuangan negara tetapi telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan
ekonomi masyarakat secara luas. Adapun pengaturan hukum tentang perampasan harta
hasil korupsi terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, selain
pidana tambahan yang ditentukan dalam Bab Il KUHP untuk perkara tindak pidana
korupsi ditentukan pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pidana tambahan perampasan barang
bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang
digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Perampasan aset dalam
perkara tindak pidana korupsi menurut Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
berlaku kepada salah satu ketentuan dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13,
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Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 12
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hakim berwenang memutuskan seluruh atau
sebahagian harta benda terdakwa apabila tidak dapat dibuktikannya bahwa harta
bendanya itu diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi. Tuntutan perampasan aset
dimaksud dalam pasal-pasal di atas dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada saat
membacakan tuntutan perkara pokok.
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